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Setelah dibentuknya UU. No. 40 Tabun 1999 tentang Pers, pemberlakuan delik pers menurut KUHP
terhadap persternyatatidak lagi disepakati oleh sebagian kalangan terutama pers, karena dianggap
bertentangan dengan asas lex specialis derogar lex generalis. Untuk menelusuri persepsi lex specialis
terhadap UU Pers tersebut, permasalahan yang penulis gjukan tertuju padatiga hal, yaitu berkaitan dengan
pengkonstruksian delik-delik terhadap pers menurut UU Pers yang dihubungkan dengan asas legalitas dan
asas lex specialis derogal lex generalis, kemudian sistim pertanggung jawaban pidana pers yang hams
dibangun, dan terakhir mengenai pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menentukan hokum
terhadap pers.

Untuk rnenjawab ketiga permasalahan tersebut, penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan metode
penelitian normatif yuridis. Sedangkan mengenai bahan ataupun data yang digunakan dalam penulisan ini
adalah data sekunder, berupa bahan hokum primer (peraturan perundang-undangan dan sebuah kasus pidana
pers pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), bahan hukum sekunder (literatur mengenai hukum pidana
materiil dan hukum pers) dan bahan hukum tarsier (bibiliografi dan kamus). Untuk memperoleb data
sekunder tersebut, alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan
studi dokumen (kasus). Dalam penyajian dan analisa data, hal itu dilakukan secara deskriptif kualitatif,
artinya materi pembahasan yang dituangkan dalam penulisan ini akan dikonstruksikan kedalam suatu uraian
analisa hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang penulis peroleh terdiri atas tiga bagian. Pertama,
konstruksi delik pets yang tercanturn dalam UU Pers ternyata tidak dimaksudkan untuk menghapuskan
ataupun untuk menarik delik pers menurut KUHP kedalam UU Pers. Tetapi delik pers menurut UU Pers
merupakan delik yang ditujukan pada perusahaan pets dan terbatas pada limajenis delik pers. Sehingga
delik pers menurut KUHP tetap berlaku bagi pers. Delik yang memang dapat dikatakan sebagal lex specialis
terletak dalam gabungan pelanggaran norma, atau suatu pemberitaan persitu baru dapat dituntut jikaisinya
secara keseluruhan melanggar norma agama, rasa kesusilaan dan asas praduga tidak bersalah.

Kedua, sistim pertanggung jawaban pers merupakan bentuk pertanggung jawaban korporasi. Dalam
pertanggung jawaban pidananya, korporasi akan diwakili oleh penanggung jawab bidang redaksi dan bidang
usaha. Sedangkan untuk pertanggung jawaban personal, konstruksinya ditempuh berdasarkan asas
penyertaan dalam KUHP. Ketiga, dalam menentukan hukum terhadap pers, ternyata UU Pers memang turut
dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukum terhadap pers. Khususnya dalam hal norma
delik dan pertanggung jawaban pers. Dalam putusannya, ternyata haldm tetap menerapkan delik pers
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menurut KUHP, karena unsur deliknya telah terpenuhi.



